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Abstrak - Kunci keberhasilan pemerintahan suatu negara terletak pada pengelolaan pemerintahan yang efektif. 

Konsep ini sering dikenal sebagai good government governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang 

menjadi penilaian utama kinerja pemerintah dalam mengelola negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis 

akrual diterapkan dalam penyajian laporan keuangan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Peneliti 

mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer melalui wawancara dan analisis dokumen internal, serta data 

sekunder yang diperoleh dari sumber online seperti jurnal-jurnal. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di 

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 

 

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Analisis Laporan Keuangan 

 

Abstract - The key to the success of a country's government lies in effective government management. This concept 

is often known as good government governance, which is the main assessment of the government's performance in 

managing the country. The aim of this research is to evaluate how Government Regulation Number 71 of 2010 

concerning accrual-based government accounting standards is applied in the presentation of financial reports at the 

West Jakarta Administrative City Secretariat. Researchers collected two types of data, namely primary data through 

interviews and internal document analysis, as well as secondary data obtained from online sources such as journals. 

Data collection methods include observation, interviews and documentation, with analysis using a qualitative 

approach. The research results show that the implementation of government accounting standards in accordance 

with Government Regulation Number 71 of 2010 at the West Jakarta Administrative City Secretariat has fulfilled the 

stipulated provisions. 
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PENDAHULUAN 

 

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk 

memperbaiki tata kelola yang baik dengan 

mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah, 

seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang 

bertujuan untuk memberikan pedoman utama dalam 

menyusun laporan keuangan bagi pemerintah pusat 

maupun daerah. SAP merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. 
 

Dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 2005 

tentang standar akuntansi pemerintah merupakan 

pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Menurut (Siburian, 2022) Dalam standar 

akuntansi pemerintahan ini, menggunakan Basic Cash 

Toward Acrual (kas menuju akrual) dimana laporan 

realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja 

disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca 

yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun 

dengan menggunakan basis akrual. 
 

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

sebagai pengganti atau penyempurna dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Akuntansi berbasis 

akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan 

disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya 

transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas 

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam 

peraturan ini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

atas penggunaan anggaran selama periode tertentu 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa 

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

(Siburian, 2022) 

 

Laporan keuangan merupakan sistematika 

informasi yang disusun relevan dengan kondisi 

keuangan secara faktual dimana merekam keseluruhan 

proses alur transaksi yang dikelola dan disusun oleh 

suatu entitas pelaporan dalam suatu rentang periode 

tertentu. Laporan keuangan memiliki fungsi utama 

sebagai bentuk perbandingan pemasukan yang 

direalisasikan, pengeluaran yang dilaksanakan, 

pelimpahan transaksi, maupun pembayaran tagihan 

menggunakan anggaran yang telah disepakati, 

mengukur tingkat kondisi keuangan, menjadi 

parameter dalam pengawasan dan evaluasi, sebagai 

indikator tingkat efisiensi maupun efektivitas entitas 

yang melaporkan serta bermanfaat dalam pelaksanaan 

ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang yang 

berlaku. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah dokumentasi informasi 

finansial suatu perusahaan, instansi, atau entitas 

pemerintahan untuk periode akuntansi tertentu. 

Tujuannya adalah untuk menyajikan kinerja keuangan 

entitas tersebut. Secara sederhana, laporan keuangan 

merupakan catatan penting yang mencakup semua 

transaksi dan posisi kas perusahaan. Waktu pembuatan 

laporan keuangan ditentukan oleh kebutuhan masing-

masing entitas, bisa dilakukan setiap akhir tahun atau 

dalam interval waktu tertentu. 

Jenis-jenis laporan keuangan Mernurru rt Kasmir (2019) 

terrdapat lima jernis laporan me rngernai ke rurangan yang 

sercara u rmurm biasa disu rsu rn ole rh su ratur erntitas yaitu r: 

a. Nerraca (Balancer Sherert) 

Nerraca me rrurpakan hasil laporan ke ru rangan yang 

mermperrlihatkan posisi ke ru rangan suratu r erntitas pada 

waktu r terrte rntur. De rngan kata lain posisi ke ru rangan 

yang dimaksurd adalah je rnis dan jurmlah dari aktiva 

(asert atau r harta) dan pasiva (u rtang dan modal) su ratu r 

erntitas. 

b. Laporan Laba Ru rgi (Incomer State rmernt)  

Laporan laba ru rgi merru rpakan laporan merngernai 

kerurangan tahurnan yang me rmperrlihatkan kinerrja 

erntitas se rlama pe rriode r terrte rntur. Laporan ini 

mernurnju rkkan berrapa total pernghasilan dan su rmberr 

perrolerhan pernghasilan. Di dalam laporan ini ju rga 

mernurnju rkkan jurmlah berban-berban operrasi maurpu rn 

non operrasi yang dibayarkan pada pe rrioder 

akurntansinya. 

c. Laporan Pe rrurbahan Modal  

Laporan perrurbahan modal me rru rpakan laporan 

terntang keru rangan yang mermu rat berrapa total se rrta 

jernis modal pada perrgantian waktu r terrte rntur. Laporan 

ini ju rga mernjabarkan flurkturasi modal perrursahaan & 

pernyerbabnya. Laporan ini se rbisa murngkin disajikan 

derngan jerlas dan le rngkap urntu rk mernurnju rkkan 

kernyataan erkonomi bahwa pe rrursahaan masih 

berroperrasi dan erksisternsinya te rtap ada. 

d. Laporan Arurs Kas  

Laporan arurs kas adalah laporan terntang kerurangan 

yang merngurngkapkan banyak aspe rk ke rgiatan e rntitas 

baik sercara langsurng maurpurn tidak sercara langsurng 

mermperngarurhi kas e rntitas. 

e. Catatan Atas Laporan Ke rurangan  

Catatan atas laporan keru rangan (CaLK) adalah laporan 

merngernai keru rangan erntitas yang mermberrikan 

informasi jika terrdapat laporan yang me rmburtu rhkan 

pernjerlasan le rbih rinci se rcara khursu rs. 

 
2. Akuntansi Pemerintahan 

Fu rngsi akurntansi pe rmerrintahan adalah me rnyerdiakan 

laporan yang berrmanfaat merlipurti aspe rk ke rperngurru rsan 

administrasi permerrintahan, serrta mermbantur manajermern 



dalam merlaksanakan perngawasan atas pe rngerlu raran 

merlalu ri anggaran, sersu rai de rngan kerterntu ran urndang-

u rndang yang berrlakur. 

Tiga turju ran akurntansi permerrintahan (Napiturpurlu r, 

2021) adalah serbagai berrikurt: 

a. Perrtanggurngjawaban 

Tu rjuran perrtanggurngjawaban mermberri arti 

mermiliki informasi ke rurangan yang le rngkap, 

cerrmat, dalam bernturk dan waktu r yang terpat, yang 

berrgurna bagi pihak yang be rrtanggurng jawab 

yang berrkaitan derngan operrasi u rnit-u rnit 

permerrintah. 

b. Manaje rrial 

Tu rjuran manajerrial berrarti bahwa akurntansi 

permerrintahan harurs me rnyerdiakan informasi 

kerurangan yang diperrlu rkan urnturk pe rrerncanaan, 

pernganggaran, perlaksanaan, permantau ran, 

perngerndalian anggaran, pe rru rmursan kerbijakan 

dan perngambilan kerpu rtursan, se rrta pe rnilaian 

kinerrja pe rmerrintah. 

c. Perngawasan 

Tu rjuran perngawasan me rmiliki arti bahwa 

akurntansi pe rmerrintahan haru rs me rmurngkinkan 

terrse rlernggaranya permerriksaan ole rh aparat 

perngawasan furngsional se rcara erferktif dan 

erfisiern.  

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

SAP be rrbasis akru ral, se rsu rai de rngan Perratu rran 

Permerrintah Nomor 71 Tahu rn 2010, dikermbangkan 

dari PP SAP se rberlu rmnya (PP Nomor 24 Tahu rn 

2005), derngan merngacur pada Standar Aku rntansi 

Serktor Pu rblik Interrnasional (IPSAS) dan me rngikurti 

perraturran perru rndang-urndangan yang berrlakur di 

Indonersia. 

 

Menurut (BPK, 2010), Komponen-komponen 

laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai 

berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan 

sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Pendapatan-LRA; 

2. belanja; 

3. transfer; 

4. surplus/defisit-LRA; 

5. pembiayaan; 

6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

b. Neraca 

Neraca menyajikan secara komparatif dengan 

periode sebelumnya pos-pos berikut: 

1. kas dan setara kas; 

2. investasi jangka pendek; 

3. piutang pajak dan bukan pajak; 

4. persediaan; 

5. investasi jangka panjang; 

6. aset tetap; 

7. kewajiban jangka pendek; 

8. kewajiban jangka panjang; 

9. ekuitas. 

c. Laporan Operasional 

Laporan finansial mencakup laporan operasional 

yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:  

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 

2. Beban dari kegiatan operasional ; 

3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, 

bila ada; 

4. Pos luar biasa, bila ada; 

5. Surplus/defisit-LO. 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos: 

1. Ekuitas awal 

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

3. Koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain 

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan mendasar, misalnya: 

a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang 

terjadi pada periode-periode sebelumnya; 

b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset 

tetap. 

4. Ekuitas akhir.  

 
4. Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akurntansi Pe rmerrintahan yang disingkat SAP 

adalah prinsip-prinsip akurntansi yang digu rnakan dalam 

mernyursu rn dan mernyajikan laporan ke ru rangan 

permerrintah. “SAP dite rrapkan dalam lingku rp 

permerrintahan yaitur permerrintah pursat, permerrintah daerrah, 

dan saturan organisasi di lingku rngan permerrintah pursat 

atau r daerrah.” (Napitupulu, 2021) 

Prinsip-prinsip terrse rbu rt me rlipu rti : 

a. Basis Aku rntansi 

Basis aku rntansi digurnakan dalam laporan ke ru rangan 

permerrintah dalam berntu rk basis laporan ope rrasional, 

akurral, ke rwajiban, dan erku ritas. 

b. Nilai Historis 

Nilai historis dapat be rru rpa ase rt yang dicatat se rbersar 

perngerlu raran kas dan se rtara derngan kas yang dibayar. 

c. Reralisasi 

Perndapatan basirs kas te rrse rdia yang terlah 

diotorisasikan merlalu ri anggaran permerrintah pada 

su ratu r perrioder aku rntansi dapat digu rnakan urntu rk 

berrbagai kerperntingan. 

d. Konsiste rnsi 

Konsiste rnsi bisa be rru rpa perrlakuran akurntansi yang 

sama dite rrapkan pada ke rjadian yang serru rpa dari 

perrioder ker perrioder olerh suratu r erntitas pe rlaporan.  

e. Su rbstansi Me rngurnggurli Be rntu rk Formal 

Prinsip ini se rbagai informasi yang dimaksu rdkan 

u rnturk me rnyajikan derngan wajar transaksi se rrta 

perristiwa lain yang serharu rsnya disajikan. Maka, 

sergala be rnturk harurs dicatat dan disajikan se rsu rai 

derngan su rbstansi dan reralitas e rkonomi. 

 



f. Perriodisitas 

Agar kinerrja e rntitas dapat diu rku rr dan posisi 

su rmbe rr daya yang dimiliki dapat dite rnturkan, 

maka kergiatan aku rntansi dan perlaporan 

kerurangan erntitas perlaporan dibagi mernjadi 

berberrapa perriode r. Perrioder u rtama yang digurnakan 

adalah tahurnan, mersku rpin dikerherndaki purla 

perrioder burlanan, triwu rlan, dan se rmersterr. 

g. Perngurngkapan Lerngkap 

Laporan kerurangan haru rs me rnyajikan se rcara 

lerngkap se rgala informasi yang dibu rtu rhkan olerh 

pernggurna. 

h. Pernyajian Wajar 

Faktor perrtimbangan serhat sangat diperrlu rkan 

bagi pernyursu rn laporan keru rangan dan manaje rmern 

kerurangan Kertika mernghadapi kertidakpastian 

pada perristiwa dan ke radaan te rrterntu r. 

Kertidakpastian te rrse rbu rt diakuri de rngan 

merngurngkapkan hakikat de rngan mernggurnakan 

perrtimbangan serhat dalam pernyursu rnan laporan 

kerurangan. 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam pe rnerlitian ini, pernerliti me rnggurnakan 

mertoder kuralitatif. Su rgiyono (2015) me rmaparkan 

bahwa me rtoder pernerlitian ku ralitatif adalah me rtoder 

pernerlitian yang berrlandaskan pada filsafat 

postpositivisme r, digurnakan urntu rk mernerliti pada 

kondisi obje rk alamiah, dimana pe rnerliti adalah se rbagai 

instru rmern kurnci, te rknik perngurmpu rlan data derngan 

triangurlasi, analisis data be rrsifat indurktif ataur 

kuralitatif, dan hasil pe rnerlitian ku ralitatif le rbih 

mernerkankan makna daripada ge rnerralisasi. (Serndari, 

2021) 

Pernerlitian ini be rrtu rjuran u rntu rk mernganalisis 

laporan kerurangan apakah su rdah se rsu rai be rrdasarkan 

Perratu rran Pe rmerrintah Nomor 71 Tahu rn 2010 dan 

berrjalan derngan erferktif. 

 

 

Jenis & Sumber Data Penelitian 

Jenis & sumber data yang digunakan oleh 

peneliti adalah : 
 

Data Primer : Merupakan data yang dikumpulkan 

didapat langsung dari tangan pertama atau 

sumbernya. 

Data Sekunder : Merupakan data yang didapat 

secara tidak langsung seperti data melalui medua 

sebagai perantara seperti jurnal-jurnal dan buku- 

buku. 
 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakuakn 

yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, 

dokumentasi, mengunduh (mendownload) jurnal dan 

data yang sudah dibuat oleh instansi langsung. 

 

Keabsahan Data 

Metode penelitian kualitatif dalam menguji 

keabsahan data menggunakan : 

a) Uji Kredibilitas (Credibility) 

Beberapa aktivitas yang dilakukan peneliti dalam uji 

credibility yaitu perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, 

waktu), analisis kasus negatif, menggunakan bahan 

referensi, mengadakan member check 

b) Uji Transferbilitas (Transferbility) 

Dalam uji transferbility Peneliti akan memberikan 

uraian yang jelas, sistematis, dan rinci terhadap hasil 

pemeriksaan agar penelitian mudah dipahami oleh orang 

lain. 
c) Uji Dependabilitas (Dependability) 

Peneliti melakukan audit dengan cara berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing supaya mengurangi kekeliruan 

dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama 

penelitian. 
d) Uji Konfirmabilitas (Confirmability) 

Menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang telah dilakukan. 

 

Metode Pengolahan Data / Analisis Data 

Mertode r analisis data yang digu rnakan dalam 

pe rnerlitian ini adalah me rtode r de rskriptif kuralitatif de rngan 

me rnggurnakan surmberr data primerr (langsurng) atas 

pe rristiwa yang te rrjadi di lokasi pe rnerlitian (Kantor 

Se rkre rtariat Kota Administrasi Jakarta Barat) se rsu rai de rngan 

atu rran yang berrlakur.  

Analisis pe rnerlitian ini dilaku rkan de rngan mermbaca, 

me rmperlajari, dan mernggurnakan mertoder mernurru rt Mile rs 

and Hurberrman, (Zulfirman, 2022) yaitur: 

1. Perngurmpu rlan Data 

Perngurmpu rlan data adalah se rku rmpurlan informasi yang 

mermberri ke rmurngkinan kerpada pe rnerliti u rntu rk mernarik 

kersimpurlan dan perngambilan tindakan.  

2. Rerdu rksi Data 

Rerdu rksi data adalah prose rs pe rmilihan ataur serlerksi, 

permursatan pe rrhatian atau r permfokursan se rrta 

pernyerrdahaan dari se rmura je rnis informasi yang 

merndurkurng data pernerlitian yang diperrole rh dan dicatat 

serlama prose rs pe rnerlitian data di lapangan.  

3. Pernyajian Data 

Pernyajian data me rrurpakan prosers pe rnyu rsu rnan 

informasi yang mermbe rri kermu rngkinan adanya 

kersimpurlan dalam pernerlitian kuralitatif, pe rnyajian data 

ini dapat dilakurkan dalam berntu rk urraian singkat, bagan 

dan se rjernisnya. 

4. Kersimpu rlan dan Verrifikasi Data 

Pernarikan kersimpu rlan me rrurpakan prosers terrakhir dari 

langkah-langkah yang dilaku rkan diatas. Pernarikan 

kersimpurlan diambil dari data yang terlah dianalisis dan 

data yang surdah dice rk berrdasarkan burkti yang 

didapatkan dilokasi pernerlitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pernyajian Laporan Kerurangan Serkrertariat Kota 

Administrasi Jakarta Barat disersuraikan de rngan 

Standar Akurntansi Perme rrintah PP No 71 Tahu rn 

2010. 

No Standar Akurntansi 

Permerrintah PP No 71 

Tahurn 2010 

Laporan Kerurangan 

Kantor Serkrertariat 

Kota Administrasi 

Jakarta Barat 

1. Laporan Reralisasi 

Anggaran 

a. Perndapatan-LRA 

b. Berlanja 

c. Transferr 

d. Su rrplurs/derfisit-LRA 

e. Permbiayaan 

f. Sisa lerbih/ku rrang 

permbiayaan 

anggaran 

Laporan Reralisai 

Anggaran 

a. Perndapatan-

LRA 

b. Berlanja 

c. Transferr 

d. Su rrplurs/derfisit 

LRA 

e. Permbiayaan 

f. Sisa 

lerbih/kurrang 

permbiayaan 

anggaran 

2. Nerraca 

a. Asert 

b. Kerwajiban 

c. E rkuritas 

Nerraca 

a. Asert 

b. Kerwajiban 

c. E rkuritas 

3 Laporan Operrasional 

a. Perndapatan-LO dari 

kergiatan operrasional 

b. Berban dari kergiatan 

operrasional 

c. Pos lu rar biasa, bila 

ada 

d. Su rrplurs/derfisit-LO 

Laporan 

Operrasional 

a. Perndapatan-

LO 

b. Berban  

c. Pos Lu rar Biasa 

d. Su rrplurs/derfisit-

LO 

4. Laporan Perrurbahan 

E rkuritas 

a. E rkuritas Awal 

b. Su rrplurs/derfisit LO 

c. Korerksi-korerksi 

yang langsurng 

mernambah/merngurra

ngi erku ritas 

d. E rkuritas Akhir 

Laporan Perrurbahan 

E rkuritas 

a. E rkuritas Awal 

b. Su rrplurs/derfisit 

LO 

c. Korerksi 

E rkuritas 

d. E rkuritas Akhir 

Su rmbe rr : Be rndahara urmurm bagian keru rangan Se rtko 

Adm. JB 

1. Laporan Re ralisasi Anggaran 

Laporan Reralisasi Anggaran merrurpakan 

perngurngkapan kergiatan keru rangan permerrintah 

pursat/dae rrah yang mernurnju rkan kertaatan te rrhadap 

APBN/APBD. Laporan Reralisasi Anggaran haru rs 

mermiliki urnsu rr-urnsu rr se rpe rrti be rrikurt. 

a. Perndapatan-LRA 

b. Berlanja 

c. Transferr 

d. Su rrplurs/de rfisit LRA 

e. Permbiayaan 

f. Sisa lerbih/ku rrang permbiayaan anggaran 

Laporan reralisasi anggaran dije rlaskan le rbih lanjurt 

dalam Catatan Atas Laporan Ke ru rangan. Pernjerlasan 

terrse rbu rt me rmurat hal yang mermpe rngarurhi 

perlaksanaan anggaran se rperrti se rbab-serbab 

terrjadinya perrberdaan yang mate rrial antara anggaran 

dan reralisasinya. Dalam hal ini Se rkre rtariat Kota 

Administrasi Jakarta Barat te rlah mernyajikan 

laporan reralisasi anggaran yang sersu rai derngan PP 

No 71 Tahurn 2010. 

2. Nerraca 

Sertiap e rntitas pe rlaporan haru rs me rngklasifikasikan 

asertnya dalam ase rt lancar dan non lancar se rrta 

merngklasifikasikan ke rwajibannya mernjadi 

kerwajiban jangka pernderk dan jangka Panjang dalam 

nerraca. Ne rraca hanya mernggambarkan posisi 

kerurangan merngernai ase rt, kerwajiban dan erku ritas 

pada tanggal terrte rntur. Pada laporan ne rraca yang 

diburat ole rh Pe rmerrintah Kota Administrasi Jakarta 

Barat me rmiliki format pe rnyajian yang sersu rai 

derngan PP No 71 Tahu rn 2010. 

3. Laporan Ope rrasional 

Pada laporan operrasional me rnyajikan pos – pos 

serbagai berriku rt : 

a. Perndapatan-LO dari kergiatan operrasional 

b. Berban dari kergiatan operrasional 

c. Pos lu rar biasa, bila ada 

d. Su rrplurs/de rfisit-LO 

Pada Laporan operrasional yang dibu rat ole rh 

Serkre rtariat Kota Administrasi Jakarta Barat te rlah 

sersu rai standar akurntansi pe rmerrintah PP No 71 

Tahurn 2010. 

4. Laporan Pe rrurbahan Erkuritas 

Pada laporan perrurbahan erkuritas me rnyajikan pos – 

pos se rbagai berrikurt : 

a. E rkuritas awal 

b. Su rrplurs/de rfisit-LO  

c. Kore rksi-korerksi e rkuritas 

d. E rkuritas akhir 

Pada Laporan perrurbahan erku ritas yang diburat ole rh 

Serkre rtariat Kota Administrasi Jakarta Barat te rlah 

sersu rai standar akurntansi pe rmerrintah PP No 71 

Tahurn 2010. 

 
 



KESIMPULAN 

Berrdasarkan hasil analisis data yang te rlah 

disajikan olerh pernerliti pada bab serberlu rmnya, maka 

disimpu rlkan bahwa : 

1. Proserdu rr akurntansi yang diterrapkan surdah se rsu rai 

derngan kerbijakan dan rergu rlasi yang berrlakur. Dan 

Serkre rtariat Kota Administrasi Jakarta Barat 

merngerlola ke rurangannya se rcara transparan, 

erfisiern, dan akurntabe rl. 

2. Sercara kerserlu rrurhan, laporan keru rangan di 

Serkrertariat Kota Administrasi Jakarta Barat 

su rdah mermberrikan informasi yang curkurp 

informatif bagi para perngambil kerpurtu rsan. 

3. Perngerlolaan keru rangan yang dilaku rkan di 

Serkre rtariat Kota Administrasi Jakarta Barat 

sersu rai ke rterntu ran ke rbijakan atu rran yang berrlakur, 

serrta laporan keru rangan terlah disu rsu rn derngan 

bernar, terpat waktur, le rngkap, dan akurrat se rsu rai 

derngan kerterntu ran yang ada. Dapat dikatakan 

perrtanggurngjawaban laporan ke ru rangan surdah 

sersu rai me rnu rrurt Perratu rran Pe rmerrintah Nomor 71 

tahurn 2010.  
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